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Menimbang = hwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

27 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor
tahun 2006 tentang pedoman pengeiciaan keuangan daerah, Pasal
ayat ! dan ayat ! {a) menyatakan pemerintah daerah dapat
‘mberikan tambahan penghasiian kepada pegawai negeri sipil
‘dasarkan pertimbangan yang obyekid dengan memperhatikan
mempuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
uai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
setujuan DPRD sebagaimana dimakeud pada ayat (1} dilakukan
da pemabahazan KUA; :
hwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan
erja PN3/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada
xretariat Daerah Kota Pagar Alam;
| £ nwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
s . a0 b, periu ditetapkan dengan Persturan Walikota Pagar Alam

>

o
=

Mengings 1 dang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
zara vang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
mbaran Negara RI Tshun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
zara BRI Nomor 3851);
dang-Undang Nomor 8 Tahun 200! tentang Pembentukan Kota
gar Alam {Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomor
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 15);
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ibaiail Negaia Repubhk Mmdomesia Tahun 2003 Nomof 47,
mbahan Lembaran Nevara Republik Indonesia Nomor 42 86);

4 dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Zara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
mbahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 4355},
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
ngelolaan dan Tanggung Jawab Keuansan Negara (Lembaran
zara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;




dang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mbaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2014 Nomor 244,
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
ragaumana telah dinbah beberapa kal: terakhir dengan Undang-
dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran
=ara RI Tahun 2015 WNomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI
meor S655);
dang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
sangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran
gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162; Tambahan
nbarsn Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
aturan  Perundang-Undangan  {Lembaran Negara Republik

¥
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tonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
oubiik indonesia Nomor 5234);
:dang-Undang Nomer S Tahun 2014 Tentang Aparatur Sip1l Negara
‘mbaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambshan Lembaran
“afa Fi Nofnof 54940
iC raturan Pemerintah Republik Indeneszia Nomor S5& Tahun 2005
'tang Pengelolasn Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
ionesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
rublik Indonesia Nomor 4578);
raturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
doman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang Telah Diubah Dengan
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
"ibahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
U6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanzan Daerah:
raturan Daerah Kota Pagar Alam Womor 2 Tahun 2009 Tentang
usan Pemerintah Yang Menjadi Kewsnangan Kota Pagar Alam
mbaran Daersh Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri Ei;
‘aturan Daeran Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
zok-Pokok Pengelolasn Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota
Zar Alam Tahun 2009 Nemor 7 Seri Fi;
raturan Daerah Kota Pagar Alam Nomeor 3 Tahun 2014 Tentang
‘ubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tzhun 2008 tentang
mbentukan Organisasi dan Tata Heria 3ekretariat Daerah Kota
Zar Alam {Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7
ri E)
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‘aturan Daerah Fota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2015 Tentang
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
-mbaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 17 Seri Aj

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALTHOTA PAGAE ATAM TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN BAGI PN3/STAF DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DI SEKEETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM




EFTFNTITAN UMUM
Pazsl 1
am Peraturan Walikota i vang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Pagar Alam.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
Walikota adalah Walikota Pagar Alam .
Wakii Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam.
Sekretaris Daerah adalsh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
Asisten adalah Asisten Pemerintah kota Pagar Alam.
Staf Ahli adalah Staf Ahii Pemerintah Rota Pagar Alam
Bagian Adminietresi Keunangan adalah Bagian Administraci
Kenangan Sekretarist Daerah Kota Pagar Alam .
Pejabat Fselon 11 Selsku KPA adalah “zpala Bazian pada Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam
Stat Protokol adalah Staf Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar
Pegawei Negeri Sipil Selanjutnya Disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pazar Alam Yang ditetapksn oleh
pelabat berwenang sesuai ketentuan rerundang-undangan.
Tambahan penghasilan adalsh smatn bentuk pensharoasn oleh
pemernintah dasrah untuk memotivas: dan mendorong PNS/Staf
funa meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan ungsi
masmng-masing
Pemberian tambahan penghasilan adaiah untuk kurun waktu 1
‘satui bulan mulai dari tanggal 1 (satui campai dengan akhir bulan.
Hari k=rja adalah jam pelsvanan publik dan pelayanan administrass
perkantoran.
Pegjabat Penangeming jswab pemberian Tambahan Penighasilan adalah
Sekretaris Daerah selaky Pengguna 4nwearan,
fengurangan  tambahan penghasiian  adalah potongan  yang
itkenskan terhadap tambahan penghasilan bagi PNS/ Staf secara

sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlalon.

RAR I

MAKSUD DAN TUJUAN

daksud  ditetapkannva peraturan walikota ini  adalah untuk
sningkatan dan memotivasi PN3/5tal dalam melaksanakan tugas
okok dan funesinvs.

ujuan  ditetap SONVa  peraturan  walikota  ing adalah  untuk
temingkatkan  kiner s PNS/Stal  dan Pegjabat Penatausahaan

fuanzan di Sekretariar Daerah Kota Pagar Alam.
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Pasal 3
tambahan Penghasilan hanya diberdean kepada 3ekretarie Daerah.
Aststen III Staf Ahlb Bidang Ekonoms dan Keuangan, Pejabat Eselon
I Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Staf/ PN Protokoler, Staf/ PNS
Walikota Pagar Alam, Staf/ PNS Walkil Walikota Pagar Alam,
Kasubbag serta Staf/PNS pada Bsagian Administrasi Keuangan
Sekretaniat Daerah Kota Pagar Alam.
Tambzhan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dibebankan dalam APED pada kelompok belanja tidak langsung.
Tambahan penghasilan sebagaimans dimaksud pada avat {1}
iiberskan berdasarkan jabatan struktural dan pangkat/ golongan.

EAB TV
PEMEBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4
Pemberian tambahan penghasilan hanvs diberikan kepada PNS/Staf
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (1);
PNS pindahan dari kementrian/ lembaga non kementrian/ provinsi/
cabupaten/ kots lain ke Pemerintah Kota Papar Alam khususnya
Sagian Admimstrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
lalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum
dalam daftar gaji PNS tidak diberiksn tambahan penghasilan
sebagaimana dimakhsud pada ayat (1)
PN3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2] yang menduduki jabatan
struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gajt PNS
pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar
flam diberikan tambahan penghasilan

Pagal 5
fengelompokan  besaran  pemberian tambahan penghasilan
verdasarkan jabatan struktural, jabatan staf sebagaimana diatur
ialam Keputusan Walikota Pagar Alam.
Apabila pejabat struktural vang dilantik dan staf vang ditempatkan
:ampal dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, tambahan

senghasilan PNS/S8taf vang bersangkutan akan dibayarkan pada
sulan berikutnya.

BAB VY
AN UNTUK TIDAK DIEERIKAN TAMEBAHAN PENCHASILAN

Pasal 6
ahan penghasilan stas heban kerya, fungsi dan pertimbangan
uif tidak diberikan kepada PNS/ Staf vang:
delaksanakan tugas belajar;
Mengambil cuti diluar tanggungan nezara;
vMiengambil cuti besar




Mengambil cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yvang berwenang; dan
Berstatus terdakwa atau terpidana.

Pagal 7
PN3 yang dikenakan hukuman diciplin tingkat tertentu tidak
diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai
berilcut:
&. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka
waktu 1 (satu)
bulan; dan
b. Yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat untuk jangka
vaktu 3
{tiga) bulan.
Tambahan penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} terhitung sejak keputusan disiplin mempunyai
keluatan hulum tetap diterima yang bersangkutan.

Dazal 8

Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan
penchasilan bagi PN3/3taf sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
dilalkukan oleh Kepala Bagian untuk kasubbag dan staf pada Bagian
Administrasi Keuangan Sekretariat Dasrah Kota Pagar Alam.

Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambshan
penghasilan bagi DN3/3taf sebagsimana dimaksud dalam pasal &
dilaknikan oleh Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian Administrasi
Keuangan, Asisten. dan Staf Ahli d1 lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Pagar Alam.

BAB VI
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pagal 9
Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja didasarkan
pada komponen disiplin vang diperhitungkn untuk setiap masa
laneria 1 {gatu} bulan.

Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat
mengajukan pembayaran.

Penetapan perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan
sebazaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam lampiran I
sebagai  satu kesatuan dan merupakan bagian vang tidak

terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB VI
FA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMEBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10
. cara permintaan tambahan penchasilan kepada PNS3/ Staf dan
bat Penatausahaan Keuangan di hngkungan Sekretariat Daerah Kota
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Paszal 16
am melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana

- aksud dalam pasal 3 ayat (1) DPPKA berkewajiban untuk :

Menerima  catatan daftar tambshan  penghasilan  beserta
kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib sesuai dengan yang
tertera dalam daftar zaji,

Mendistribusikan daftar  tambahan  penghasilan  beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
Menerbitkan SPD berdasarkan anggaran Kas SKPD;

Mener bitkan 3PD setiap SKPD,

Mendistribusikan SPD kepada Administrasi Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam:

Mengirimkan 3PP Administrasi Keuanzan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam kepada DPPKA;

Menerima laporan tambahan penghasilan; dan

Menyampaikan lampiran SP2D ke Eank sebagai alat pemindah
bukuan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendshara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 17
am melakukan pembavaran tambahan penghasilan sebagaimana
aksud dalam pasal 3 ayat (1}, bendahara pengeluaran atau bendahara
zeluaran pembantu berkewajiban untul:
Membayarkan tambahan penghssilan kepada PNS/Staf sesuai
dengan daftar rekapirulasi kehadiran.
Menermma, melanjutkan dan memfasilitasi penyelesaian komplain
dari PN3/Staf apabila terjadi kekeliruan dalam transfer tambshan
penghasiian kepada DPPKA
Melakukan pemindah bukuan dana tambahan penghasilan PNS/ Staf
melatui bendahara pengeluaran/ Bank: dan
Menyimpan bukti daftar penerimasn tambahan penghasilan
PN3/3tal Sebagai bukti tanda pembayaran dari bendahara
pengelnaran atan bendahara pengelunaran pembantu.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pemberian  tambahan
penghasilan kepada PNS/Staf dilaksanakan melalui pengawasan
melekat.
Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh atasan langsung secara berjenjans.
Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pacal 19
Sekretaris daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib
melakukan  pengendalian  terhadap pemberian  tambahan




Sekretaris daerah dan atasan langsung secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} bertanggung jawab terhadap
kebenaran rekapitulaszi komponen dizipling

Rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
disampaikan kepada kepala BKD paling lambat tanggal 10 {gsepuluh)
bulan berikutnva.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
MONITORING

Pasal 20

Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan
pemberian tambahan penghasilan kepada PN3/ Staf dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam .
Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, ingpektur dapat membentuk tim vang terdiri dari SKPD terkait
dan melaporkan hasilnva kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
ITAPDY}.

Bagian Kedua
EVALUASI

Pazal 21
Kebjjakan pemberian tambahan penghasilan dan laporan hasil
monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di evaluasi oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD] sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan APED.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sekurang-kurangnya
mebiputi:
a. Pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
b. Besaran tambahan penghasgilan:
c¢. Faktor pengurangan tambahan penchasilan;
d. Kemampuan keuangan daerah;
& Mekanisme pembavaran; dan
f Pelaksanaan pembayvaran.

BAB XI
PELAPORAN

Pazal 22

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD] melaporkan hasil
monitoring dan evaluas: kepada walikois




BaR XTI
KEETENTUAW PENUTUP

Pasgal 23
i-hal vang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur
aksanaannya dengan Keputusan Walikcta.

ngan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan waltkota
nor 57 tahun 2014 tentang tambahan penghasilan berdasarkan
‘an keria kepada PNS/3taf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan
retarsat Daeran Kota pagar alam tafiun anggaran 2015 dicabut
+ dinyatakan tidak berlaku lagi.

Passl 24
aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. V

it sepap ofang dapat mengetabuinya, memernntabkan
izundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
ita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di . Pagar Alam
Pada Tangzal : 6 - & - 2016

joo /WALII{GTA PAGAR ALAM, M/

y & IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan Pagar Alam
Pada Tangzal ¢ Februari 2016

SEKRETARI® '+ RAH KOTA PAGAR AT AM,

L. SAFRUDTN

BERITA DAEF OTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOFE . &




